KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Menim bang

Mengingst

FROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 471 Tahum 20159

TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN QPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH IBTIDAINYAH DARUL MUHAJIRIN MARIR]

KABUPATEN MAMUJU

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINGI SULAWESI BARAT,

g bahwe dalam mngka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayal (2)

Peraturan  Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pervelenggaraan Pendidikan Medrasah, perlu memberikan ixin
operagional {erhadop Madrasah Swasta di lingkungan  Kantor
Wilayah Kementeron Agama Provins Sulawes] Baraf;

. babwa dalam renglks meningkatian akses pendidikan madrasah

vang bermutu, perlu memberikan kesempatan measyarakat melalsi
organisasi berbadan hukum wuntuk menvelengearakan meadrasabh
sesun dengan standar nasional pendidilan;

=, bahwa Madrasah yang tereanfum dalam Lampirsn Kepuiisan i

ielah memenuhi persyiiratan administratil, 1eknis, dan kelavakan
vang telah ditetapkan;

. balrwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksad dalam

hurufl &, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepaba
Kantor Wiliyeh Eementerdan Agama Provinsl Sulawesi Barut
tenting  Pemberinn  Isin - Operasional  Pendirian Madrasah
Tbtidaiyal Darul Muhajirin Mariri Kabupaten Mamuju.

. Undang-Undang Nomor 20 Tehun 2003 lenisng  Sistem

Pendidikan Masional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Momor 78, Tambohon Lembaran Negara Hepublik Indonesin
Nomor 4301};

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 3005 fentang Ouro dan Dosen

[Lembaren Negarse Republilk Indonesia Tahun 2005 Nomor L57,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor $58G);

. Peraturan Pemerininh Momor 19 Tehun 2005 tfentang Standar

Nazsomal Pendidikan [Lembaran Negama Republik Indonests Tabon
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negora Republik Indosesia
Momor <4496) scbapaimana telah diubah  dengan Peratumn
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Feraturan Pemerintah Romor 19 Tabun 2065 entang Standar
Wasional Pendidikan [Lembaran Negarm Republik Indonesla Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik indoncsia
Nomor 5410};

4. Peraluramn...
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. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 ilentang Wb

Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor $863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Peodansnn
Pendidikan (lembaran Negaras Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambaban Lembaran Negarn Republik Indoncsia
Maomor 4864);

. Peraturan Pemerintah MNomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

« Peraturan Pemerintah Nomgr 17 Tahun 2010 tentang Pengelolsan

dan Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Talhun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 31530) sebagaimana telsh diubah
dengan Peraturtn Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentsmg
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tehun 2010
teritiing Pengelolaan den Penyelengearaan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2010 Nomer 112, Tambahsn
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Mentert Pendidikan Nasional Noamor 24 Talhun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar, Madmsah
Ibtidaivah, Sekolah Menengah Pertams/Madrasah Tsanawiyah,
dan Seknlah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomdr 15 Tahon 2000

teniang Standar  Pelavanan  Minimal | Pendidikon  di
Kabupaten /Kota scbagaimana telah dinbah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan alas Persturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Toahun 2010 tentang Standar Pelayvanan Minimal
Pendidikan di Kabupaien/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 {enlang Pengawas
Madraeah dan Pengawas Pendidikon Agama [slam peda Scholah
(Berita Negara Republik Indenesin Tahun 2012 Nomor 206
scbagaimans (elah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Momor 31 Tahun 2013 tentang Perubshan Atas Peraturan Menterd
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Peogawas Pendidikan Agsma Islam pada Sekolah (Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 20013 Nomor 634];

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 fentang
Organisnsl din Tata Kerja Instansi Vertileal Kementerian Agaima
(Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

. Peraturan  Menteri Agams Nomor 90 Tahun 2013 teniang

Penyvelenggaran Pendidikan Mmadmsah (Berita Negara Republik
Indonesin Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peratursn Menteri Agama Nomor 60 Tabun A5 tentang
Perubahan Atas Peraluran Menter Apame Nomor @0 Tahun 2013
tentang Penvelenggaraan Pendidikan Madrassh (Berits Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 1733);

MEMUTLUSKEAN ..



KEDMIA

KEEMPAT

KELIMA

KEPUTUSAN HEPALA HANTOR WILAYAH HKEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG
PEMEBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH DARUL MUHAJIRIN MARIRI HABUPATEN
MAMTLITL.

Memberikan izin operasional pendirisan medrasah kepada
Madrmsah sehagaimann ercantum dalam  Lampiran yang
merupakan bagian bdnk terpisabkan dan Keputusan i

Setelah  jangka wakiu 7 tahbun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

i Menyompaikan laporan perkembangan Madrasah kepads
Kepala Kantor Kementerian Agams yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanasn
kunkulum, pelaksanaan pemenubhan standar sarana

prasamand, dan pelaksanaan pemenohan standar pendidik
dan tenegn kependidilkan; dan/atau

b, Mengajulsn pendaftarin vigitasi akreditasi
selolah /madmsesh kepada BAP-5/M sesual ketentuan
perailran perundang-undangan.

Palam hal perkembangin Madrassh sebagaimana dimalksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelavanan minimal penyolenggarsan  pendidikan  dan/atau
hasil akreditas! sehagaimana dimaksad Dikoom KEDUA huruf
b mendapat peringkst minimal ©, maksa ion operasional
schagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlado,

Dakam hal perkembangan Madrasah sebagamana dimaksud
datam Dikium EEDRDUA hurufl 8 dindflef memenohi standar
pelavanan minmmal peovelengearaan pendidilkan  dem/atau
hasil akreditasi schagaimana dimaksud Diktum KEDUA buraf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izsin operasional
sehagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Eeputusan ind mulai berlako pada tangeal ditetapkan

Ditetaplean i Mamugju
Pada tanggal 9 September 2019

—— KEPALA KANTOR WILAYAH
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN ACGAMA

PROVING] SULAWESI BARAT

NOMOR 471 Tahun 2019

TENTANG

FEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL MUHAJIRIN MARIRI
KARUPATEN MAMUIU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 |Nama Madrasakh Ml DARUL MUHAJIRIN MARIRI
2 |Momor Statistik Madrasah L1 12T G000
3 [Alamal Madrasah JL. Gajah, Dusun Mariri

Desa | Keluraban Taradlu

Kecamatan Sampaga

Eabupaten Mamuju

Provinsi Sulawesi Barat

MNama Organisasi Penvelenggara  (DARUL MUHAARIN AS ADIYAH MARIRI

5 |Akte Notaris Organisasi No. 35 5USI UA' BARURAN, SH Tanggal 21
Penyelengpara Olktober 2002

6 | Pengesahan Akte Notaris AHU-0O13216 AH.O1.04, TAHUN 2017
Urganisasi Penvelenggrim Tanggal 30 Aguatus 2017

o KERALA KANTOR WILAYAH
..*"’ KEMENTERIAN AGAMA
d i, | SULAWEST BARA
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